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Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya 
BBGTK Provinsi Jawa Barat berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2025 
dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja BBGTK Provinsi Jawa Barat ini disusun 
sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan, dan 
penggunaan anggaran sepanjang tahun 2025, sekaligus sebagai wujud komitmen kami 
dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas tata kelola pemerintahan. 
 
Penyusunan Laporan Kinerja BBGTK Provinsi Jawa Barat mengacu pada ketentuan Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berbagai regulasi terkait lainnya. Di 
dalam Laporan Kinerja BBGTK Provinsi Jawa Barat tersaji informasi mengenai capaian 
kinerja, analisis atas keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi, serta langkah strategis 
yang akan ditempuh untuk meningkatkan kualitas kinerja pada tahun-tahun mendatang. 
 
Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah 
memberikan dukungan, kerja sama, dan kontribusi dalam pelaksanaan program dan 
kegiatan serta dalam penyusunan laporan kinerja BBGTK Provinsi Jawa Barat. Harapan 
kami, Laporan Kinerja BBGTK Provinsi Jawa Barat dapat memberikan gambaran yang 
objektif mengenai kinerja organisasi serta menjadi dasar perbaikan berkelanjutan demi 
peningkatan layanan dan kinerja di tahun berikutnya. 
 
Akhir kata, semoga laporan kinerja BBGTK Provinsi Jawa Barat bermanfaat bagi seluruh 
pemangku kepentingan dan dapat menjadi rujukan dalam upaya meningkatkan efektivitas 
dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. 
 

Bandung,    30 Januari 2026 
Kepala BBGTK Provinsi Jawa Barat 
  

  
  
Dr. Sugito Adiwarsito, M.Pd.Or. 

Kata Pengantar 
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Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis 2025–2029, 
sekaligus menjadi fondasi penting bagi penguatan tata kelola organisasi dan percepatan 
pencapaian Sasaran Strategis. Tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra BBGTK Provinsi 
Jawa Barat periode 2025-2029 adalah sebagai berikut : 
1.​ Menguatnya mutu layanan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, 

layanan khusus, dan kesetaraan; 
2.​ Menguatnya sistem tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang 

partisipatif, transparan, dan akuntabel. 
Melalui perumusan tujuan ini, BBGTK Provinsi Jawa Barat berupaya memastikan bahwa 
seluruh sumber daya yang dikelola dapat memberikan hasil (outcome) yang optimal, 
selaras dengan kebijakan nasional dan prioritas pembangunan, serta mampu menjawab 
kebutuhan pemangku kepentingan.  
 
Pada Tahun 2025, BBGTK Provinsi Jawa Barat  telah melaksanakan program dan kegiatan 
secara terarah untuk mendukung pencapaian tujuan strategis yang ditetapkan dalam 
Rencana Strategis (Renstra). Capaian indikator tujuan strategis secara umum menunjukkan 
hasil yang baik, yang mencerminkan meningkatnya efektivitas pelaksanaan kinerja satker 
dalam mendukung sasaran strategis Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan 
Guru. 
 
Pencapaian tersebut didukung oleh perencanaan berbasis kinerja yang semakin 
berkualitas, pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel, serta pelaksanaan pemantauan 
dan evaluasi kinerja secara berkala. Meskipun masih dihadapkan pada beberapa kendala 
dalam pelaksanaan kegiatan, satker telah melakukan langkah-langkah perbaikan dan 
penyesuaian strategi untuk memastikan ketercapaian target kinerja. Capaian Tahun 2025 
menjadi landasan bagi peningkatan kinerja BBGTK Provinsi Jawa Barat pada tahun 
berikutnya 
Ikhtisar Eksekutif 
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Ketercapaian tujuan strategis tersebut diukur melalui 3 indikator kinerja tujuan, yaitu  
IKK  1.1 Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program        

peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran 
IKK  2.1 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal 

sangat baik 
IKK   2.2  Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar GTK Provinsi Jawa 

Barat minimal A 
 
Sepanjang tahun 2025  BBGTK Provinsi Jawa Barat  telah mengarahkan seluruh program, 
kegiatan, dan sumber daya untuk mendukung prioritas nasional, prioritas Kementerian, 
serta agenda transformasi pendidikan dasar dan menengah. 
 
Secara umum, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan tren positif. Dari total 3 (tiga) 
indikator kinerja, semua indikator kinerja berhasil mencapai atau melampaui target. 
Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program sekaligus menunjukkan area 
yang membutuhkan intervensi lebih lanjut. Tingkat ketercapaian indikator kinerja lebih 
detail diuraikan pada BAB III. Berikut ringkasan capaian kinerja BBGTK Provinsi Jawa Barat 
pada tahun 2025 :  

​
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Berdasarkan dari grafik/tabel di atas, dapat dikatakan bahwa alokasi anggaran selama tahun 
2025 mengalami penurunan, hal tersebut seiring dengan adanya kebijakan efisiensi dan 
blokir dari pusat. 
 
Selama tahun 2025 terdapat permasalahan/kendala koordinasi, administrasi, dan teknis 
dalam upaya pencapaian target, serta berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi 
permasalahan/kendala tersebut, antara lain: 
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BAB I 

Pendahuluan 
 

A.​ Gambaran Umum 
Secara umum, kondisi BBGTK Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 menunjukkan kesiapan 
kelembagaan, efektivitas koordinasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya yang mendukung 
terwujudnya tata kelola pendidikan dasar dan menengah yang lebih berkualitas. Hal ini menjadi 
fondasi penting bagi peningkatan kinerja di tahun berikutnya. 
 
Struktur organisasi BBGTK Provinsi Jawa Barat terdiri dari unsur pimpinan, unit teknis, serta 
bagian-bagian pendukung yang berfungsi memastikan kelancaran pelaksanaan program dan 
kegiatan. Seluruh unsur bekerja secara sinergis dalam rangka mencapai sasaran strategis Renstra 
2025–2029, khususnya terkait peningkatan mutu layanan pendidikan, efektivitas tata kelola, dan 
penguatan akuntabilitas kinerja. 
 
Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2025, terdiri dari 
aparatur dengan kompetensi beragam, baik fungsional maupun struktural. Upaya peningkatan 
kapasitas SDM dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, serta penerapan manajemen kinerja 
berbasis hasil. Budaya kerja berintegritas, adaptif, dan kolaboratif terus ditumbuhkan sejalan 
dengan agenda Reformasi Birokrasi Tematik dan penguatan nilai ASN BerAKHLAK. 
 
BBGTK Provinsi Jawa Barat merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah 
pembinaan Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru. BBGTK Provinsi Jawa Barat 

pertama kali dibentuk tahun 2025 sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar 
Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata 
Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru Dan Tenaga Kependidikan pada tanggal 24 April 
2025. Sejak 11 September 2025 BBGTK Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh Dr. Sugito Adiwarsito, 

M.Pd.Or. Jumlah SDM sebanyak 326 Orang. BBGTK Provinsi Jawa Barat mempunyai wilayah kerja 
Provinsi Jawa Barat. 

Gambar 1. Wilayah Kerja BBGTK Jawa Barat 
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1.​ Data Pegawai  
Gambaran jumlah pegawai di lingkungan BBGTK Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut.  

Gambar 2. Data Pegawai BBGTK Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Pangkat/Golongan 

 

Gambar 3. Data Pegawai BBGTK Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Jabatan 
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B.​ Dasar Hukum 
Penyusunan Laporan Kinerja BBGTK Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (SAKIP), pengelolaan keuangan negara, serta tata kelola pemerintahan 
yang baik. 
Adapun dasar hukum penyusunan laporan ini meliputi: 
1.​ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 
2.​ Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 
3.​ Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan 

Menengah 
4.​ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029; 
5.​ Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis 

Kementerian/Lembaga; 
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6.​ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara 
Reviu Atas Laporan Kinerja; 

7.​ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 
Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

8.​ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 
Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah 

9.​ Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

10.​ Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5 tahun 2025 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, 
BBGTK Provinsi Jawa Barat; 

11.​ Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No. 19 Tahun 2025 tentang Rencana 
Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029 

12.​ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;  

13.​ Peraturan Menteri Keuangan No. 62 tahun 2023 tentang perencanaan anggaran, 
pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan; 

14.​ Keputusan Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru Nomor 
38/B/HK.03.01/2025 tentang Renstra Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan 
Pendidikan Guru  Tahun 2025-2029; 

15.​ Renstra BBGTK Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2029; 
16.​ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BBGP Jawa Barat Nomor: SP DIPA- 

023.16.2.690591/2024 tanggal 24 November 2024; 
17.​ Program Kerja dan Anggaran BBGP Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. 

 

C.​ Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi 
Tugas 
BBGTK Provinsi Jawa Barat melaksanakan tugas sesuai mandat yang telah ditetapkan dalam 
Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No.5 tahun 2025 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, BBGTK Provinsi Jawa 
Barat memiliki tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, 
pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan. 

 
Fungsi 
Dalam melaksanakan tugas, BBGTK Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan fungsi sebagai 
berikut: 
1.​ pelaksanaan pemetaan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga 

kependidikan; 
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2.​ pengembangan model peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, 
dan tenaga kependidikan; 

3.​ pengembangan media pembelajaran guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga 
kependidikan; 

4.​ pelaksanaan peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga 
kependidikan; 

5.​ pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan 
tenaga kependidikan; 

6.​ pelaksanaan supervisi peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan 
tenaga kependidikan; 

7.​ pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala 
sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan; 

8.​ pelaksanaan kemitraan di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala 
sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan; dan 

9.​ pelaksanaan urusan administrasi. 

 
Struktur Organisasi 
Susunan organisasi BBGTK Provinsi Jawa Barat terdiri atas: 
a.    Kepala Bagian Umum; 
b.   Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. 

 
Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, sumber 
daya manusia, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik 
negara, dan kerumahtanggaan, evaluasi dan penyusunan laporan. Sementara itu, untuk 
mempercepat proses koordinasi serta pengelolaan kegiatan dibentuk Tim Kerja sebagaimana 
tergambar dalam struktur organisasi BBGTK Jawa Barat sebagai berikut: 

Gambar 4. Struktur Organisasi BBGTK Jawa Barat 

15 



 
 
 
 

D.​Isu-Isu Strategis/Permasalahan 
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E.​ Peran Strategis  
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BAB II 

Perencanaan Kinerja 
 

A.​ Rencana Strategis 
Rencana Strategis (Renstra), BBGTK Jawa Barat merupakan arah kebijakan dan dasar 
penyelenggaraan program serta kegiatan selama periode 2025–2029. Renstra ini memuat visi, 
misi, tujuan strategis, sasaran program/sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target kinerja 
tahunan serta prioritas program yang menjadi pedoman dalam menetapkan target kinerja 
tahunan, termasuk target pada tahun 2025. 
 
Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra BBGTK Jawa Barat memastikan 
bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan 
kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Seluruh target kinerja dalam Laporan 
Kinerja Tahun 2025 merujuk pada indikator dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra BBGTK 
Jawa Barat, sehingga capaian kinerja dapat dievaluasi secara konsisten, akuntabel, dan 
berorientasi hasil. 
 
Visi dan Misi BBGTK Jawa Barat Tahun 2025-2029 
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Tujuan Strategis 
Tujuan BBGTK Provinsi Jawa Barat adalah mendukung rumusan tujuan Kementerian Pendidikan 
Dasar dan Menengah serta untuk menggambarkan ukuran terlaksananya visi-misi Presiden dan 
Wakil Presiden sesuai dengan bidang tugas BBGTK Provinsi Jawa Barat. Tujuan BBGTK Provinsi 
Jawa Barat yang mendukung tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah: 
1.​ Menguatnya mutu layanan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan 

khusus, dan kesetaraan. 
2.​ Menguatnya sistem tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, 

transparan, dan akuntabel. 
 
 
Matriks Kinerja  

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BBGTK Provinsi Jawa Barat serta mendukung tercapainya 
kebijakan pada level nasional, BBGTK Provinsi Jawa Barat menetapkan Sasaran Strategis yang 
merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan. Untuk mengetahui tingkat 
keberhasilan dari kondisi yang dimaksud, setiap Sasaran Strategis diukur dengan menggunakan 
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). 
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Tabel 1. Matriks Kinerja 

Kode 
Sasaran Kegiatan 

/Indikator 
Satuan 

Tahun 

2025 2026 2027 2028 2029 

SK Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan 

IKK 

Persentase guru dan 
tenaga kependidikan yang 
terfasilitasi dalam program 
peningkatan kompetensi 
pengajaran dan 
pembelajaran 

persen 1.31 1.44 1.58 1.74 1.91 

SK Meningkatnya tata kelola Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat 

IKK 

Predikat Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah 
Balai Besar GTK Provinsi 
Jawa Barat minimal A 

Predikat A A A A A 

 Capaian Nilai Kinerja 
Anggaran Balai Besar GTK 
Provinsi Jawa Barat 
minimal sangat baik 

Predikat Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

 
 

B.​ Program Prioritas 2025 
BBGTK Provinsi Jawa Barat dalam mendukung program prioritas Kementerian melalui program 
program Pendidikan bermutu turut serta melaksanakan kegiatan berikut ini. 
1.​ Program Pelatihan Pembelajaran Mendalam (PM)  

Pembelajaran Mendalam (PM) merupakan pendekatan pembelajaran yang memuliakan 
peserta didik. Pembelajaran Mendalam menekankan penciptaan proses belajar yang 
berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, dengan mengembangkan potensi 
peserta didik secara holistik dan terpadu melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah 
raga. 

2.​ Program Pelatihan Koding dan Kecerdasan Artifisial 
Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk memperkuat kompetensi guru 
dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital dan menyiapkan guru untuk 
mendukung koding dan KA sebagai mata pelajaran pilihan dari jenjang pendidikan dasar 
dan pendidikan menengah.  

3.​ Program Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah   
Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah adalah penyiapan kompetensi bakal calon Kepala 
Sekolah untuk memantapkan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan yang 
dibutuhkan dalam memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan, sesuai dengan 
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Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. 
Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah dimaksudkan untuk memastikan bahwa kepala 
sekolah yang terpilih memiliki kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional yang 
dibutuhkan dalam memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan. 

4.​ Program Pengembangan Kompetensi Guru dalam Memberikan Layanan Bimbingan 
dan/atau Konseling pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan 
Menengah  
Merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan Kompetensi Guru dalam 
pembinaan karakter positif dan pengembangan pribadi, sosial, belajar dan karier Murid 
serta pembelajaran yang bernuansa BK yang menyeluruh dan berkelanjutan dengan 
suasana satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menggembirakan untuk 
mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. 

5.​ Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan (Tenaga Laboran, Tenaga 
Perpustakaan, dan Tenaga Administrasi sekolah) 
Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga kependidikan merupakan bagian dari 
program Kepemimpinan Sekolah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 
yang dirancang salah satunya untuk menguatkan dan mengembangkan kompetensi 
kepala tenaga kependidikan serta tenaga kependidikan khususnya tenaga laboran, 
tenaga perpustakaan dan tenaga administrasi sekolah. 

6.​ Program PKB Matematika Gembira 
Pelatihan ini merupakan salah satu program unggulan pemerintah untuk mendukung 
Gerakan Numerasi Nasional (GNN). Tujuan pelatihan ini adalah peningkatan kemampuan 
matematika dasar yang merupakan pondasi numerasi murid.  
Peningkatan kemampuan numerasi murid diawali dengan peningkatan kemampuan 
matematika. Untuk meningkatkan kemampuan murid dibutuhkan guru yang menguasai 
content knowledge  dan  pedagogical content knowledge matematika, sehingga 
terbentuk pola pikir bertumbuh dan strategi pembelajaran matematika yang menarik. 
Salah satu upaya yang dilakukan Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan untuk 
meningkatkan content knowledge dan  pedagogical content knowledge matematika 
guru adalah melaksanakan pelatihan matematika dengan menggunakan alur Gali dan 
Eksplorasi konteks, Muat konten, Buat aktivitas, Ikuti pemikiran murid, Rayakan dan Akhiri 
pembelajaran (GEMBIRA) bagi guru taman kanak-kanak dan sekolah dasar. 

7.​ Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar dalam Mengajar Bahasa Inggris 
(PKGSD-MBI) 
Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mendukung proses transisi dimana 
Mata pelajaran Bahasa Inggris, telah ditetapkan sebagai mata pelajaran wajib di Sekolah 
Dasar mulai tahun 2027 (Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 
Tahun 2025). Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memastikan kesiapan guru 
dalam mengajar Bahasa Inggris di Sekolah Dasar sesuai ketentuan regulasi tersebut. 
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Tabel 2. Program prioritas yang dilakukan oleh BBGTK Jawa Barat 
 

No Nama Program Prioritas Target 2025 Alokasi Anggaran 2025 

1 
Program Pelatihan 
Pembelajaran Mendalam 

1.987 
 

10.225.797.000,00  
 

2 
Program Pelatihan Koding dan 
Kecerdasan Artificial 

64 
 

604.700.000,00  
 

3 
Program Pelatihan Bakal 
Calon Kepala Sekolah 

674 3,443,472,000 

4 

Program Pengembangan 
Kompetensi Guru dalam 
Memberikan Layanan 
Bimbingan dan/atau 
Konseling pada Satuan 
Pendidikan Jenjang 
Pendidikan Dasar dan 
Pendidikan Menengah  

1.950 
 

5.384.608.000,00  
 

5 

Program Peningkatan 
Kompetensi Tenaga 
Kependidikan (Tenaga 
Laboran, Tenaga 
Perpustakaan, dan Tenaga 
Administrasi sekolah) 

216 
 

935.298.000,00  
 

6 
Program PKB Matematika 
Gembira 

216 
 

1.144.017.000,00  
 

7 

Peningkatan Kompetensi Guru 
Sekolah Dasar dalam 
Mengajar Bahasa Inggris 
(PKGSD-MBI) 

266 
 

1.228.907.000,00  
 

 
 

C.​ Rencana Kerja dan Anggaran 
Berikut ini adalah rencana kerja dan anggaran tahun 2025  
 

Tabel 3. Rencana Kerja BBGTK  Jawa Barat Tahun 2025 

KRO Uraian DIPA Awal DIPA Akhir 

138.03.D
I 

Program Kualitas 
Pengajaran dan 
Pembelajaran 

171.486.562.000 88,414,022,000 
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7614 Pendidikan dan Pelatihan 
Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 

171.486.562.000 41,740,347,000 

DCI Pelatihan Bidang 
Pendidikan  

85.692.000 33,446,011,000 

QDC Fasilitasi dan Pembinaan 
Masyarakat  

41.221.726.000 14,313,621,000 

SCI Pelatihan Bidang 
Pendidikan 

130.179.144.000 40,654,390,000 

138.03.
WA 

Program Dukungan 
Manajemen 

47.578.282.000 42,620,794,000 

7619 Dukungan Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya Ditjen Guru dan 
Tenaga Kependidikan  

47.578.282.000 42,620,794,000 

EBA Layanan Dukungan 
Manajemen Internal  

47.578.282.000 41,740,347,000 

EBB Layanan Sarana dan 
Prasarana Internal  

0 880,447,000 

 TOTAL 219.064.844.000 131,034,816,000 

 
 

Tabel 4.  Rincian Sasaran Kinerja Tahun 2025 
 

Sasaran Kegiatan  Indikator Kinerja 
Kegiatan  

Target 
Renstra   

Kegiatan  Alokasi  

Meningkatnya 
pengembangan 
dan 
pemberdayaan 
guru dan tenaga 
kependidikan 

Persentase guru dan 
tenaga kependidikan 
yang terfasilitasi dalam 
program peningkatan 
kompetensi pengajaran 
dan pembelajaran 
 
 

1.31 Pendidikan dan 
Pelatihan 
Pendidik dan 
Tenaga 
Kependidikan 

88,414,022,000 

Meningkatnya 
tata kelola Balai 
Besar GTK 
Provinsi Jawa 
Barat 
 
 

Capaian Nilai Kinerja 
Anggaran Balai Besar 
GTK Provinsi Jawa 
Barat minimal sangat 
baik 

Sangat 
Baik 

Dukungan 
Manajemen 
dan 
Pelaksanaan 
Tugas Teknis 
Lainnya Ditjen 
Guru dan 
Tenaga 
Kependidikan  

41.740.347.000 

Predikat Akuntabilitas 
Kinerja Instansi 
Pemerintah Balai Besar 

A 880.447.000 
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GTK Provinsi Jawa 
Barat minimal A 
 

 
 

Pada tahun 2025, DIPA BBGP Jawa Barat tahun 2025 sebesar Rp. 219.064.844.000 (Dua ratus 
sembilan belas milyar enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah). 
Setelah mengalami perubahan nama lembaga dan beberapa kali revisi, DIPA BBGTK Jawa 
Barat tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 131,034,816,000,- (Seratus tiga puluh satu milyar tiga 
puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) yang terdiri dari anggaran kinerja 
sebesar Rp. 88,414,022,000,- (Delapan puluh delapan milyar empat ratus empat belas juta 
dua puluh dua ribu rupiah), dan anggaran kegiatan yang bersifat pendukung/rutin sebesar 
Rp. 42,620,794,000,- (empat puluh dua milyar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan 
puluh empat ribu rupiah).  

 

 
D.​ Perjanjian Kinerja 
Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BBGTK Jawa Barat Nomor: 0525/B7.2/OT.01.00/2025, 
BBGTK Provinsi Jawa Barat menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun 
sebagai berikut. 
 

Tabel 5. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja BBGTK Jawa Barat Tahun 2025-2029 
 

Kode 

Sasaran Program 
(Outcome)/Sasaran 

Kegiatan 
(Output)/Indikator 

Satuan 

Tahun 

2025 2026 2027 2028 2029 

SK Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan 

IKK 

Persentase guru dan 
tenaga kependidikan 
yang terfasilitasi dalam 
program peningkatan 
kompetensi pengajaran 
dan pembelajaran 

persen 1.31 1.44 1.58 1.74 1.91 

SK Meningkatnya tata kelola Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat 

IKK 

Predikat Akuntabilitas 
Kinerja Instansi 
Pemerintah Balai Besar 
GTK Provinsi Jawa Barat 
minimal A 

Predikat A A A A A 
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Capaian Nilai Kinerja 
Anggaran Balai Besar 
GTK Provinsi Jawa Barat 
minimal sangat baik 

Predikat Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

 
 
Dalam rangka mencapai tujuan strategis, BBGTK Provinsi Jawa Barat menetapkan target tahunan yang 
akan dicapai, yaitu melalui perjanjian kinerja tahun 2025. Penetapan target perjanjian kinerja telah 
mempertimbangkan hasil evaluasi capaian tahun-tahun sebelumnya, target rencana strategis, serta 
ketersediaan alokasi anggaran, yang dilakukan melalui reviu rencana strategis. 
 
Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja BBGTK Provinsi Jawa Barat tahun 2025. 
 

Tabel 6. Perjanjian Kinerja BBGTK Provinsi Jawa Barat tahun 2025. 
 

Sasaran Indikator Satuan Target Perjanjian Kinerja 

Target 
Kinerja 

Alokasi Anggaran 
PK Awal 

Alokasi Anggaran 
PK Akhir 

Meningkatnya 
pengembangan dan 
pemberdayaan guru 
dan tenaga 
kependidikan 
 
 

Persentase guru dan 
tenaga kependidikan yang 
terfasilitasi dalam program 
peningkatan kompetensi 
pengajaran dan 
pembelajaran 

Persen 1.31 171.486.562.000 88,414,022,000 

Meningkatnya tata 
kelola Balai Besar 
GTK Provinsi Jawa 
Barat 

Capaian Nilai Kinerja 
Anggaran Balai Besar GTK 
Provinsi Jawa Barat 
minimal sangat baik 

Predikat Sangat 
Baik 

41.221.726.000 41.740.347.000 

 Predikat Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah 
Balai Besar GTK Provinsi 
Jawa Barat minimal A 
 
 

Predikat A - 880.447.000 

Total 219.064.844.000 131,034,816,000 

 
 

Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025 BBGTK Provinsi Jawa Barat disusun sebagai penyesuaian 
atas Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun, seiring terjadinya perubahan pada 
alokasi anggaran, penyesuaian indikator, pergantian pejabat serta dinamika pelaksanaan 
program selama tahun berjalan. 
 
Revisi Perjanjian Kinerja BBGTK Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk memastikan bahwa target 
kinerja tetap realistis, terukur, dan selaras dengan prioritas strategis kementerian serta 
kemampuan sumber daya yang tersedia. Melalui penetapan perjanjian kinerja revisi, BBGTK 
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Provinsi Jawa Barat menegaskan kembali komitmen untuk mencapai sasaran kinerja yang telah 
diperbarui dan menjadikan dokumen ini sebagai dasar pengukuran capaian kinerja akhir tahun 
2025. 
 
Secara keseluruhan, Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025 BBGTK Provinsi Jawa Barat menjadi 
instrumen penting dalam memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas perencanaan, serta 
memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan memberikan hasil yang optimal. 
 
Berikut ringkasan revisi Perjanjian Kinerja BBGTK Provinsi Jawa Barat tahun 2025.  
Pada tahun 2025, BBGTK Provinsi Jawa Barat melakukan penyesuaian target/anggaran pada 
Perjanjian Kinerja melalui revisi Perjanjian Kinerja tahun 2025. Hal tersebut dikarenakan adanya 
pergantian pimpinan dan penurunan alokasi anggaran. 
Penyesuaian alokasi anggaran pada Perjanjian Kinerja dari anggaran sebesar Rp. 
219.064.844.000 menjadi Rp. 131,034,816,000.  
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BAB III 
Akuntabilitas Kinerja 

 

A.​ Akuntabilitas Kinerja 
Akuntabilitas kinerja pada tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban BBGTK Provinsi Jawa 
Barat atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam 
Perjanjian Kinerja. Selama tahun berjalan, BBGTK Jawa Barat melaksanakan pengelolaan kinerja 
melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan yang selaras dengan arah 
kebijakan Renstra 2025–2029. 
 
Capaian kinerja BBGTK Jawa Barat pada tahun 2025 diukur secara sistematis berdasarkan indikator 
yang telah ditetapkan, diverifikasi melalui reviu internal, dan dibandingkan dengan target tahunan. 
Secara umum, sebagian besar indikator kinerja telah tercapai, meskipun beberapa target mengalami 
deviasi yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, dinamika kebijakan, serta kondisi 
operasional di lapangan. 
 
BBGTK Jawa Barat telah melakukan analisis terhadap capaian yang belum optimal dan merumuskan 
langkah tindak lanjut sebagai bagian dari upaya peningkatan berkelanjutan. Proses ini disertai 
penguatan integrasi perencanaan dan anggaran, peningkatan kualitas data kinerja, serta pengawasan 
intern untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program. 
Secara keseluruhan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada tahun 2025 menunjukkan komitmen 
BBGTK Jawa Barat dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan 
berorientasi hasil. Upaya ini menjadi dasar bagi peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan pada 
tahun-tahun berikutnya. 
 
Sesuai perjanjian kinerja tahun 2025, BBGTK Jawa Barat menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) 
indikator kinerja. Berikut informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2025. 

 
Tabel 7. Pengukuran Kinerja Tahun 2025 

No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % 

1 

Meningkatnya 
pengembangan 
dan 
pemberdayaan 
guru dan tenaga 
kependidikan 

Persentase guru dan 
tenaga kependidikan 
yang terfasilitasi 
dalam program 
peningkatan 
kompetensi 
pengajaran dan 
pembelajaran 
 
 

Persentase 1.31 1.59 121,37% 
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2 

Meningkatnya 
tata kelola Balai 
Besar GTK 
Provinsi Jawa 
Barat 
 

 

Capaian Nilai Kinerja 
Anggaran Balai Besar 
GTK Provinsi Jawa 
Barat minimal sangat 
baik 

Predikat Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

108,21 % 

Predikat 
Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah 
Balai Besar GTK 
Provinsi Jawa Barat 
minimal A 
 

Predikat A AA 114,06 % 

 
Sasaran  
SK 1 Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan 
1.1 Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan 
kompetensi pengajaran dan pembelajaran 
 
1.​ Definisi Indikator Kinerja 

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) "Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi 
dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran" merupakan indikator 
strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional. Indikator ini menggambarkan 
sejauh mana pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, memfasilitasi 
peningkatan kapasitas profesional guru dan tenaga kependidikan (GTK) sebagai pilar utama 
proses pembelajaran di satuan pendidikan. 
 
Guru dan tenaga kependidikan memainkan peran sentral dalam transformasi sistem pendidikan. 
Oleh karena itu, keberlanjutan dalam peningkatan kompetensi mereka sangat penting untuk 
menjawab tantangan pembelajaran abad ke-21, termasuk tuntutan literasi digital, pembelajaran 
berdiferensiasi, serta pendekatan pembelajaran berbasis siswa. Indikator ini menjadi representasi 
dari keberpihakan kebijakan pembangunan sumber daya manusia terhadap penguatan kapasitas 
GTK, sekaligus menjadi bagian integral dalam pelaksanaan reformasi pendidikan. 
Secara operasional, indikator ini diukur dari rasio jumlah GTK yang mengikuti dan mendapatkan 
fasilitasi pelatihan, workshop, bimbingan teknis, atau program peningkatan kapasitas lainnya, 
terhadap jumlah GTK yang ditargetkan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Fasilitasi yang 
dimaksud meliputi baik kegiatan yang dibiayai melalui anggaran pemerintah pusat maupun 
daerah, termasuk program- program kolaboratif dengan lembaga penyelenggara pendidikan 
profesi guru dan mitra pembangunan. 
 
Penguatan kebijakan ini didasarkan pada beberapa landasan hukum, antara lain: 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menegaskan pentingnya 
pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2017 sebagai revisi atas PP Nomor 74 Tahun 2008, yang menegaskan kembali posisi guru 
sebagai tenaga profesional; serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
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Negara, yang menuntut ASN, termasuk GTK, untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja 
dalam kerangka sistem merit. 
 
Lebih lanjut, kebijakan ini sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang 
dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025–2029 yang menekankan pada transformasi sosial 
dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. 
 
Pelaksanaan indikator ini menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal  Guru,Tenaga 
Kependidikan, dan Pendidikan Guru, melalui unit pelaksana teknis yang tersebar di berbagai 
wilayah. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menjamin akuntabilitas dan 
kualitas fasilitasi yang diberikan. Dengan demikian, IKK ini tidak hanya menjadi alat ukur kinerja 
program, tetapi juga refleksi nyata dari komitmen negara dalam membangun ekosistem 
pendidikan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. 
 
 

2.​ Perhitungan Indikator Kinerja 
Dihitung berdasarkan persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam 
program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran.  
 

 
 

A = Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program 
peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran; 
B = Jumlah Guru dan Tendik yang berpartisipasi aktif dalam program seperti pelatihan teknis, 
workshop pedagogis, bimbingan teknis, dan bentuk pengembangan profesional lainnya selama 
periode evaluasi; 
C = Jumlah Total Sasaran Guru dan Tendik yang teridentifikasi dalam perencanaan tahunan 
sebagai target peserta program pengembangan kompetensi. 

 

Satuan  : Persen 

Tipe Perhitungan  : Non Kumulatif 

Unit Pelaksana  : Balai Besar/ Balai/ Kantor Guru dan 
Tenaga Kependidikan 

Sumber Data  : Data Internal 

Polarisasi Indikator  : Maksimal 

Periode Pengumpulan Data : Tahunan 
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Level Estimasi  : Provinsi, Kabupaten/Kota 

Klasifikasi  : Lainnya 

Apakah indikator dapat diakses oleh Umum : Tidak 

Frekuensi penyajian data  : Tahunan 
 

 
3.​ Analisis Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta Perbandingan realisasi 

tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra 
 

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BBGP Provinsi Jawa Barat digambarkan melalui tabel 
sebagai berikut :  

 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025 

Target Realisasi % Capaian 

Meningkatnya 
pengembangan 
dan pemberdayaan 
guru dan tenaga 
kependidikan 

Persentase guru dan tenaga 
kependidikan yang 
terfasilitasi dalam program 
peningkatan kompetensi 
pengajaran dan 
pembelajaran 

1,31 1,59 121,31 % 

Tabel 8. Target dan Realisasi Capaian atas IKK 1.1 Persentase guru dan tenaga kependidikan yang 
terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran 

 
Target dari IKK 1.1 Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program 
peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran untuk tahun 2025 adalah sebesar 1.31 
%. Jumlah sasaran menurut renstra sebesar 5.132 orang. Dari tabel rekapitulasi jumlah realisasi 
capaian di tahun 2025 sebanyak 6.242 orang, sehingga persentase capaiannya sebesar 121.31 
%. 

  
4.​ Analisis Program dan kegiatan terkait, yang mendukung pencapaian target kinerja Indikator 

Kinerja 
Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan didukung  
Ketercapaian sasaran program tersebut didukung oleh 3 indikator 
a.​ Pelatihan Bidang Pendidikan  
b.​ Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 
c.​ Pelatihan Bidang Pendidikan 
 
 
Program yang mendukung perealisasian target kinerja Indikator kinerja  
A.​ Pelatihan Bidang Pendidikan 

Pelatihan Fasda Program BK 
Merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan Kompetensi Guru dalam 
pembinaan karakter positif dan pengembangan pribadi, sosial, belajar dan karier Murid 

32 



 
serta pembelajaran yang bernuansa BK yang menyeluruh dan berkelanjutan dengan 
suasana satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menggembirakan untuk 
mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. 
 
Pada program ini, setiap peserta dibekali kemampuan dasar dalam memberikan 
bimbingan yang bermakna. Melalui program “7 Jurus BK Hebat”, pendekatan ini 
dikemas secara kreatif dan praktis agar lebih segar, mudah diterapkan, dan 
menggembirakan. 
Tujuan program ini:: 
1.​ Meningkatkan Kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling dalam memberikan 

layanan BK kepada Murid agar dapat melakukan pembinaan karakter positif dan 
mengembangkan pribadi, sosial, belajar, dan karier secara menyeluruh dan 
berkelanjutan; dan 

2.​ Meningkatkan Kompetensi Guru kelas dan Guru mata pelajaran dalam 
menyelenggarakan pembelajaran bernuansa BK dalam mengembangkan pribadi, 
sosial, belajar, dan karirnya sesuai dengan psikososial.  

 
Pelaksanaan Pembelajaran Pelatihan Fasda BK dengan total 59 JP  
a)​ Aktivitas Belajar Mandiri Melalui LMS (9 JP)  
b)​ Tatap Muka Pelatihan Intensif dilaksanakan luring secara berturut-turut sebesar 30 

(tiga puluh) JP  
c)​ OJL selama 4 (empat) minggu atau setara 20 (dua puluh) JP 

1.​ Implementasi Jurus BK Hebat  
2.​ Berbagi pengetahuan dan praktik baik implementasi 7 Jurus BK Hebat 

kepada seluruh Guru BK dan Non BK  
3.​  Unggah Bukti Implementasi dan Sosialisasi 

 

 

Gambar 5. Proses Pelaksanaan Pembelajaran Pelatihan Fasda BK  
 

B.​ Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat  
Program ini didukung oleh beberapa kegiatan Program Pembelajaran Mendalam (TOT 
Calon Fasilitator Pembelajaran Mendalam) 
Pembelajaran Mendalam (PM) merupakan pendekatan pembelajaran yang memuliakan 
peserta didik. Pembelajaran Mendalam menekankan penciptaan proses belajar yang 
berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, dengan mengembangkan potensi 
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peserta didik secara holistik dan terpadu melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah 
raga. 
 

 

Gambar 6. Desain Pengembangan Kompetensi Guru, KS, PS pada Implementasi 
Pembelajaran Mendalam 

 
C. Pelatihan Bidang Pendidikan 

Program ini didukung oleh beberapa program tenaga kependidikan 
1.​ Program Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah   

Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah adalah penyiapan kompetensi bakal calon 
Kepala Sekolah untuk memantapkan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan 
keterampilan yang dibutuhkan dalam memimpin dan mengelola Satuan 
Pendidikan, sesuai dengan Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025 tentang 
Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah 
dimaksudkan untuk memastikan bahwa kepala sekolah yang terpilih memiliki 
kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional yang dibutuhkan dalam 
memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan. 

2.​ Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan (Tenaga Laboran, Tenaga 
Perpustakaan, dan Tenaga Administrasi sekolah) 
 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga kependidikan merupakan bagian dari 
program Kepemimpinan Sekolah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan 
Menengah yang dirancang salah satunya untuk menguatkan dan 
mengembangkan kompetensi kepala tenaga kependidikan serta tenaga 
kependidikan khususnya tenaga laboran, tenaga perpustakaan dan tenaga 
administrasi sekolah. 

3.​ Program PKB Matematika Gembira 
 Pelatihan ini merupakan salah satu program unggulan pemerintah untuk 
mendukung Gerakan Numerasi Nasional (GNN). Tujuan pelatihan ini adalah 
peningkatan kemampuan matematika dasar yang merupakan pondasi numerasi 
murid.  
Peningkatan kemampuan numerasi murid diawali dengan peningkatan 
kemampuan matematika. Untuk meningkatkan kemampuan murid dibutuhkan 
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guru yang menguasai content knowledge  dan  pedagogical content knowledge 
matematika, sehingga terbentuk pola pikir bertumbuh dan strategi pembelajaran 
matematika yang menarik. Salah satu upaya yang dilakukan Balai Besar Guru dan 
Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan content knowledge dan  pedagogical 
content knowledge matematika guru adalah melaksanakan pelatihan matematika 
dengan menggunakan alur Gali dan Eksplorasi konteks, Muat konten, Buat 
aktivitas, Ikuti pemikiran murid, Rayakan dan Akhiri pembelajaran (GEMBIRA) bagi 
guru taman kanak-kanak dan sekolah dasar. 

4.​ Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar dalam Mengajar Bahasa Inggris 
(PKGSD-MBI) 
Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mendukung proses transisi 
dimana Mata pelajaran Bahasa Inggris, telah ditetapkan sebagai mata pelajaran 
wajib di Sekolah Dasar mulai tahun 2027 (Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan 
Menengah Nomor 13 Tahun 2025). Selain itu, program ini juga bertujuan untuk 
memastikan kesiapan guru dalam mengajar Bahasa Inggris di Sekolah Dasar 
sesuai ketentuan regulasi tersebut. 

5.​ Peningkatan Kompetensi Bahasa Inggris Jenjang SMP dan SMA 
Pelatihan peningkatan kompetensi guru bahasa Inggris jenjang SMP dan SMA 
yang bertujuan untuk: 
-​ Memahami dinamika motivasi siswa dalam konteks EFL (English as a Foreign 

Languange)  di Indonesia 
-​ Mengembangkan strategi pembelajaran yang mendorong otonomi, relevansi, 

dan interaksi sosial positif 
-​ Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung rasa percaya diri dan 

partisipasi aktif siswa 
-​ Merefleksikan praktik pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan 

kualitas keterlibatan siswa 
 

 
Berikut rekapitulasi capaian kinerja yang mendukung Indikator Kinerja Persentase guru dan 
tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran 
dan pembelajaran 
 

Tabel 9. Rekapitulasi Capaian Kinerja yang mendukung Indikator Kinerja 

No Nama Kegiatan Capaian Peserta 

1 Pelatihan Fasda Program BK 2.517 

2 TOT Calon Fasilitator Pembelajaran Mendalam 1.471 

3 Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah   671 

4 Pelatihan Peningkatan Kompetensi  Tenaga Administrasi 
Sekolah 

130 

5 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Laboran 113 

6 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan 72 

7 Pelatihan PKB Matematika Gembira 216 
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8 Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar dalam 
Mengajar Bahasa Inggris (PKGSD-MBI) 

242 

9 Peningkatan Kompetensi Bahasa Inggris Jenjang SMP dan 
SMA 

810 

TOTAL 6.242 

 
Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan 
kompetensi pengajaran dan pembelajaran untuk tahun 2025 adalah sebanyak 6.242 orang. 
 

5.​ Analisis Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja 
Pencapaian target Indikator Kinerja 1.1 yang melebihi dari target yakni sebesar 121,31 % 
didukung oleh: 

1.​ Perencanaan dan pengelolaan kegiatan yang baik  
2.​ Kerjasama yang baik dengan Dinas Pendidikan  
3.​ Optimalisasi anggaran 
4.​ Program Inovasi 

 
6.​ Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja tahun 

2025 
Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara 

lain : 
1.​ Koordinasi antara Fasda BK, Dinas Pendidikan, dan satuan pendidikan di daerah belum 

berjalan optimal, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan tindak lanjut. 
2.​ Kurang antusiasmenya tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan peningkatan 

kompetensi dan data tidak update sehingga banyak mismatch antara tenaga kependidikan 
yang diundang dengan kebutuhan pelatihan.  

3.​ Kendala sistem KSPSTK yang masih dalam tahap pengembangan dan penyesuaian ke arah 
yang lebih baik, berpengaruh kepada kelancaran pelaksanaan pelatihan BCKS, (tidak 
munculnya data dalam system). 

4.​ Linimasa penyelesaian program prioritas berada di triwulan ke IV (Program BK, PKG 
Bahasa Inggris, Program Tendik, Program Pembelajaran Mendalam, Program KKA, 
Program Matematika Gembira, Kegiatan HGN dan program inovasi lainnya) sehingga 
diperlukan strategi dalam mengatur jadwal maupun sumber daya manusia yang akan 
ditugaskan atau menangani kegiatan 

 
7.​ Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan 

permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tahun 2025 
1.​ Pembagian peran yang jelas antara Fasda BK, Dinas Pendidikan, dan satuan pendidikan, 

serta melakukan advokasi dan pendampingan dalam melaksanakan tindak lanjut. 
2.​ Berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk menghadirkan tendik yang memenuhi 

syarat sesuai dengan kondisi di lapangan untuk menjadi peserta pelatihan peningkatan 
kompetensi. Strategi selanjutnya, bersama dengan DInas Pendidikan melakukan 
pemetaan ulang data tenaga kependidikan di Kabupaten/Kota di Jawa Barat. 

3.​ Berkoordinasi dengan direktorat KSPSTK terkait pelaksanaan seleksi substansi dan jadwal 
pelaksanaan pelatihan BCKS agar pelatihan dapat dilaksanakan tepat waktu 
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4.​ Melakukan rapat internal untuk mengatur jadwal dan pemetaan sumber daya manusia. 

Selain itu juga melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk bersama-sama 
mengelola pelaksanaan kegiatan dengan kecukupan SDM dan ketepatan waktu. 

 
8.​ Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2025 

a.​ Melakukan Diklat inovasi tentang pendampingan pembelajaran terhadap pendidik dan 
tenaga kependidikan (Kepala Sekolah, Pengawas, Kepala Laboratorium)  

b.​ Melakukan rapat koordinasi internal maupun eksternal secara rutin, baik secara daring 
maupun luring dalam menyusun dan mensosialisasikan timeline pelaksanaan kegiatan 
kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.  

c.​ Berkoordinasi aktif dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sasaran di setiap 
pelaksanaan  

d.​ Melakukan program inovasi dan strategi pencapaian target dengan melakukan 
pengimbasan terhadap peserta lainnya  

e.​ Koordinasi dan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan  
f.​ Penyesuaian program/kegiatan (pola kegiatan, pengurangan petugas) 

 
9.​ Analisis keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja tahun 2025 

Dalam mencapai target Perjanjian Kinerja, BBGTK jawa Barat telah berhasil mencapai dan 
melampaui target yang telah ditetapkan.  
Pada Indikator Kinerja kegiatan 1.1, persentase  guru dan tenaga kependidikan yang 
terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran 
mengalami peningkatan 21,31 % dari target yang telah ditetapkan. Capaian guru dan tenaga 
kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan 
pembelajaran sebanyak 6,242 orang dari target sebesar 5.132 orang. 

 
SK  2  Meningkatnya tata kelola Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat 
2.1 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal sangat baik 

 
1.​ Definisi Operasional Indikator Kinerja 

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan indikator kuantitatif yang digunakan untuk menilai 
tingkat keberhasilan pelaksanaan anggaran oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L), baik 
dari sisi perencanaan maupun realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN). 
NKA menjadi cerminan dari efektivitas dan efesiensi pengelolaan anggaran dalam 
mendukung pencapaian keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam 
dokumen perencanaan.  
 
Penilaian NKA dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui evaluasi kinerja anggaran 
secara berjenjang, yang mencakup level satuan kerja (satker), unit eselon I, hingga 
keseluruhan Kementerian atau Lembaga. Evaluasi ini menjadi instrumen penting dalam 
rangka pengawasan dan pembinaan tata kelola fiskal serta sebagai dasar dalam pemberian 
intensif maupun sanksi kinerja.  
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Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perencanaan 
Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, evaluasi kinerja 
anggaran mencakup dua dimensi utama, yaitu: 
1.​ Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (EKA) mengukur efektivitas dan efesiensi 

perencanaan anggaran dengan mempertimbangkan aspek penghematan, kesesuaian 
kebutuhan, serta optimalisasi alokasi sumber daya. Penilaian EKA didasarkan pada 
ketepatan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran yang realistis, kredibel, serta 
sesuai dengan prioritas pembangunan. Kategori penilaian EKA adalah sebagai berikut: 
●​ Sangat Baik: >90 
●​ Baik: >80-90 
●​ Cukup: >60-80 
●​ Kurang: >50-60 
●​ Sangat Kurang: ≤50 

 
2.​ Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mengukur kualitas pelaksanaan anggaran 

yang mencakup aspek ketepatan waktu, ketepatan jumlah, dan efesiensi dalam realisasi 
belanja negara. Evaluasi IKPA dilakukan berdasarkan tiga dimensi utama: kualitas 
peencanaan, kualitas implementasi, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Penilaian 
IKPA diklasifikasikan ke dalam kategori berikut: 
●​ Sangat Baik: ≥95 
●​ Baik: 89≤IKPA<95 
●​ Cukup: 70≤IKPA<89 
●​ Kurang: <70 

 
Integritas antara EKA dan IKPA menghasilkan NKA yang menyajikan gambaran menyeluruh 
tentang kinerja anggaran K/L dari hulu ke hilir. Penggunaan NKA dalam proses evaluasi 
kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur adminstratif, melainkan juga sebagai dasar 
perbaikan kebijakan, penajaman alokasi anggaran, serta peningkatan akuntabilitas dan 
transparansi pengelolaan keuangan negara. Dalam konteks perencanaan pembangunan, 
capaian NKA yang tinggi menjadi indikator keberhasilan manajemen keuangan publik yang 
mendukung tercapainya sasaran strategis nasional secara efektif dan berkelanjutan. 

 
2.​ Perhitungan Indikator Kinerja 

Metode Perhitungan 

 

Keterangan: 
Sangat Baik (>90); 
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Baik (>80-90); 
Cukup (>60-80); 
Kurang (>50-60); 
Sangat Kurang (≤50). 

 

Satuan  : Nilai 

Tipe Perhitungan  : Non Kumulatif 

Unit Pelaksana  : Balai Besar Guru dan Tenaga 
Kependidikan (BBGTK) Provinsi Jawa Barat 

Sumber Data : Aplikasi Monev Anggaran Kementerian 
Keuangan (SMART Kemenkeu) 

Polarisasi Indikator  : Maksimal 

Periode Pengumpulan Data : Tahunan 

Level Estimasi  : Provinsi, Kabupaten/Kota 

Klasifikasi  : Lainnya 

Apakah indikator dapat diakses oleh 
Umum 

: Tidak 

Frekuensi penyajian data  : 1 Kali 

 
3.​ Analisis Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta Perbandingan realisasi tahun 

berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra 
 

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BBGP Provinsi Jawa Barat tahun berjalan digambarkan 
melalui tabel sebagai berikut :  

 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja 
Kegiatan 

Tahun 2025 

Target Realisasi % Capaian 

Meningkatnya tata 
kelola Balai Besar 
GTK Provinsi Jawa 
Barat 

Capaian Nilai Kinerja 
Anggaran Balai Besar 
GTK Provinsi Jawa Barat 
minimal sangat baik 
 

Sangat Baik Sangat 
Baik 

108,21 % 

Tabel 10. Target dan Realisasi Capaian atas IKK 2.1 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai 
Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal sangat baik 

 
Berdasarkan data dari Aplikasi Monev Anggaran Kementerian Keuangan (SMART 
Kemenkeu) BBGTK Jawa Barat mendapatkan predikat Sangat Baik  dengan nilai 97,39, 
sehingga kinerja Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat 
minimal sangat baik sebesar 108,21 dengan perhitungan  nilai capaian nilai kinerja anggaran 
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BBGTK Jawa Barat yaitu Predikat Sangat Baik sebesar 97,39 dibandingkan dengan nilai 
terendah Predikat Sangat Baik yaitu 90.  
 

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BBGTK Provinsi Jawa Barat tahun berjalan dibandingkan 
dengan target jangka menengah/target akhir renstra digambarkan melalui tabel sebagai 
berikut :  

 

 
Sasaran 
Kegiatan 

 
Indikator Kinerja 

Kegiatan 

Tahun 2025 Target akhir 
renstra 
Tahun 

2025-2029 

Capaian tahun 
2025 terhadap 
akhir Renstra 
2025-2029 

Target Realisasi % 
Capaian 

Meningkatnya 
tata kelola 
Balai Besar 
GTK Provinsi 
Jawa Barat 

Capaian Nilai 
Kinerja Anggaran 
Balai Besar GTK 
Provinsi Jawa Barat 
minimal sangat baik 
 

Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

108,21 % Sangat  
Baik 

108,21 % 

 
Tabel 11. Perbandingan Capaian IKK 2.1 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar GTK 

Provinsi Jawa Barat minimal sangat baik tahun 2025 dengan target Akhir Renstra 2025-2029 
 

Pada tahun 2025 BBGTK Jawa Barat mendapatkan predikat Sangat Baik  dengan nilai 97,39, 
sehingga kinerja Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat 
minimal sangat baik dengan target Akhir Renstra 2025-2029 sebesar 108,21 dengan 
perhitungan capaian nilai kinerja anggaran BBGTK Jawa Barat tahun 2025 yaitu Predikat 
Sangat Baik sebesar 97,39 dibandingkan dengan capaian target akhir Renstra 2025-2029 
nilai terendah predikat Sangat Baik dengan yaitu 90. 

 
4.​ Analisis Program dan kegiatan terkait, yang mendukung pencapaian target kinerja Indikator 

Kinerja 
Dalam upaya mendukung capaian Nilai Kinerja Anggaran, kegiatan yang dilakukan dengan: 
a.​ Meminimalisir revisi DIPA  
b.​ Meminimalisir deviasi halaman III DIPA dengan menjaga konsistensi antara rencana 

penarikan dana (RPD) dengan realisasi anggaran bulanan 
c.​ Menjaga kesesuaian antara penyerapan anggaran sesuai target triwulanan. 
d.​ Menjaga ketepatan waktu dalam pendaftaran kontrak ke KPPN (belanja kontraktual) 
e.​ Memproses penyelesaian tagihan (maksimal 5 hari kerja setelah BAST) 
f.​ Menjaga kepatuhan pengelolaan uang persediaan (pengelolaan UP/TUP) 
g.​ Menjaga tingkat kepatuhan dalam mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) agar tidak 

melampaui batas waktu (dispensasi SPM) 
h.​ Memastikan sinkronisasi antara progres fisik (PCRO) dan realisasi anggaran (RVRO) agar 

tidak terjadi anomali, serta tepat waktu dalam pengisian data capaian output 
 

5.​ Analisis Faktor Penyebab keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja 
a.​ Melakukan mitigasi risiko dalam pengelolaan anggaran dan keuangan; 
b.​ Melakukan reviu atas Standard Operasional Prosedur terkait pengelolaan anggaran dan 

keuangan. 
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6.​ Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja tahun 
2025 
a.​ Diperlukan beberapa penyesuaian terhadap komponen kegiatan yang ada di RKAKL 

(tahapan kegiatan, satuan biaya);  
b.​ RPD tidak sesuai dengan penyerapan karena sulit menetapkan penjadwalan karena 

mengikuti kebijakan pusat dan ketersediaan tempat/lokasi kegiatan (lokasi kegiatan di 
BBGTK Jawa Barat / satuan kerja terdekat) 

c.​ Masih terdapat pagu anggaran yang di blokir sehingga berpengaruh pada penyerapan 
anggaran; 

d.​ Pengumpulan dokumen pertanggungjawaban perjalananan dinas yang tidak tepat waktu 
menunda proses pencairan , baik melalui mekanisme Uang Persediaan maupun melalui L/S 
Bendahara;  

e.​ Adanya keterlambatan pelaporan kontrak pengadaan dari Bagian Pengadaan ke Bagian 
Keuangan  

f.​ Data pendukung kontrak yang tidak lengkap dari bagian pengadaan mempengaruhi proses 
penyelesaian tagihan; 

 
7.​ Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan 

permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tahun 2025 
a.​ Mengoptimalkan anggaran dengan revisi POK lakukan revisi RKA-KL (POK, DIPA) 
b.​ Memastikan pada Tim Kerja/Penanggung Jawab agar menyusun ulang terkait strategi 

penjadwalan 
c.​ Melakukan rapat internal terkait strategi penyerapan anggaran 
d.​ Koordinasi dengan pegawai yang bertugas untuk memprioritaskan pengumpulan dokumen, 

dan menetapkan batas waktu yang jelas dan tegas untuk pengumpulan dokumen;  
e.​ Koordinasi rutin antara bagian pengadaan dan bagian keuangan untuk memantau proses 

pelaporan;  
f.​ Membuat ceklist kelengkapan dokumen kontrak 

 
8.​ Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2025 

Strategi pencapaian nilai kinerja anggaran yang optimal melalui: 
a.​ Perencanaan Anggaran yang Matang dan Akurat 
b.​ Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Anggaran 

-​ Optimalisasi penyerapan anggaran,  
-​ Pengelolaan Belanja Kontraktual yang Efektif (tepat waktu)  
-​ Manajemen Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang Akuntabel:  
-​ Fokus pada Capaian Output/Keluaran 

c.​ Peningkatan Kompetensi SDM dan Tata Kelola 
d.​ Evaluasi internal  

 
9.​  Analisis keberhasilan capaian kinerja tahun 2025 

Keberhasilan pencapaian nilai kinerja anggaran dengan kategori "Sangat Baik" merupakan 
kinerja seluruh tim dalam pengelolaan anggaran yang didukung  komitmen pimpinan yang 
kuat dan kompetensi SDM yang memadai  
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2.2  Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat 
minimal A 
1.​ Definisi Operasional Indikator Kinerja 

Akuntabilitas kinerja merupakan komponen esensial dalam tata kelola pemerintahan yang baik. 
Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah, akuntabilitas kinerja mencerminkan 
pertanggungjawaban instansi pemerintah atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan 
program dan kegiatan dalam mencapai sasaran strategis dan tujuan organisasi. Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi instrumen utama dalam 
mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, dan 
pelaporan kinerja secara sistematis dan berkesinambungan. 
 
Predikat SAKIP Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan merupakan ukuran agregat atas 
kualitas penyelenggaraan sistem manajemen kinerja dalam lingkup unit organisasi tersebut. 
Penilaian SAKIP tidak sekadar berfokus pada kepatuhan administratif, tetapi lebih menekankan 
pada sejauh mana instansi mampu mengelola kinerjanya secara efesien, efektif, dan berorientasi 
hasil. 
Capaian predikat tinggi pada evaluasi SAKIP mencerminkan keselarasan antara perencanaan 
dan pelaksanaan program, penggunaan sumber daya yang bijak, serta komitmen terhadap 
akuntabilitas publik. 
 
Penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah berlandaskan pada Peraturan  Presiden 
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi atas 
implementasi sistem ini dilaksanakan secara berkala oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan pedoman teknis dalam Permenpan RB Nomor 88 
Tahun 2021. Evaluasi dilakukan terhadap lima komponen utama, yaitu: perencanaan kinerja, 
pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. 
 
Penilaian ini menghasilkan nilai akuntabilitas yang diklasifikasikan ke dalam tujuh kategori 
predikat, dari D (sangat kurang) hingga AA (sangat memuaskan). Tujuan utama dari indikator ini 
adalah untuk menstimulasi peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh, memperkuat 
budaya kerja berbasis hasil (result oriented culture), serta mendorong transparansi dan 
akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Capaian predikat SAKIP yang 
tinggi juga menjadi refleksi atas perbaikan tata kelola, efektivitas implementasi kebijakan, serta 
kualitas belanja publik yang semakin baik. 
 
Di lingkungan BBGTK Provinsi Jawa Barat, upaya pencapaian predikat SAKIP yang optimal 
dilakukan melalui penguatan kapasitas perencanaan strategis, peningkatan kualitas data kinerja, 
pembinaan teknis berkelanjutan, serta evaluasi internal yang konstruktif. Hasil penilaian SAKIP 
tidak hanya menjadi indikator keberhasilan manajerial, tetapi juga berperan sebagai dasar dalam 
menetapkan arah perbaikan organisasi ke depan. 

 
2.​ Perhitungan Indikator Kinerja 

Metode Perhitungan 
Rumus Perhitungan: 
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Keterangan: 
Porsi Perencanaan Kinerja = 30%;  
Porsi Pengukuran Kinerja = 30%; 
Porsi Pelaporan Kinerja = 15%  
Porsi Evaluasi Kinerja = 25% 

 
 

Kategori Nilai SAKIP: 

Nilai Predikat Interpretasi 
>90-100 AA Sangat Memuaskan 
>80-90 A Memuaskan 
>70-80 BB Sangat Baik 
>60-70 B Baik 

>50-60 CC Cukup (Memadai) 
>30-50 C Kurang 

 
 

Satuan  : Predikat 

Tipe Perhitungan  : Non Kumulatif 

Unit Pelaksana  : Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan 
(BBGTK) Provinsi Jawa Barat 

Sumber Data : Lembar Hasil Evaluasi Final dari Aplikasi 
SPASIKITA 

Polarisasi Indikator  : Maksimal 

Periode Pengumpulan Data : Tahunan 

Level Estimasi  : Provinsi, Kabupaten/Kota 

Klasifikasi  : Lainnya 

Apakah indikator dapat diakses oleh 
Umum 

: Tidak 

Frekuensi penyajian data  : 1 Kali 
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3.​ Analisis Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta Perbandingan realisasi tahun 

berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra 
 

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BBGTK Provinsi Jawa Barat tahun berjalan digambarkan 
melalui tabel sebagai berikut :  

 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja 
Kegiatan 

Tahun 2025 

Target Realisasi % Capaian 

Meningkatnya tata 
kelola Balai Besar GTK 
Provinsi Jawa Barat 

Predikat Akuntabilitas 
Kinerja Instansi 
Pemerintah Balai Besar 
GTK Provinsi Jawa 
Barat minimal A 
 
 

A AA 114,06 % 

Tabel 12. Target dan Realisasi Capaian atas IKK 2.2  Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal A 

 
Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal, 
BBGTK Jawa Barat mendapatkan predikat AA dengan nilai 91,25, sehingga kinerja Indikator 
Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BBGTK Provinsi Jawa Barat minimal A 
sebesar 114,06 dengan perhitungan nilai capaian SAKIP BBGTK Jawa Barat yaitu Predikat 
AA sebesar 91,25 dibandingkan dengan nilai terendah Predikat A yaitu 80. 
 

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BBGTK Provinsi Jawa Barat tahun berjalan dibandingkan 
dengan target jangka menengah/target akhir renstra digambarkan melalui tabel sebagai 
berikut :  

 

Sasaran 
Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Kegiatan 

Tahun 2025 Target 
akhir 

renstra 
Tahun 

2025-2029 

Capaian 
tahun 2025 
terhadap 

akhir Renstra 
2025-2029 

Target Realisasi % 
Capaian 

Meningkatnya 
tata kelola Balai 
Besar GTK 
Provinsi Jawa 
Barat 

Predikat 
Akuntabilitas 
Kinerja Instansi 
Pemerintah Balai 
Besar GTK Provinsi 
Jawa Barat 
minimal A 

A AA 114,06 % A 114,06 % 

 
Tabel 13. Perbandingan Capaian atas IKK 2.2  Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal A dengan target akhir Renstra 
2025-2029 
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Pada tahun 2025 BBGTK Jawa Barat mendapatkan predikat AA untuk Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah dengan nilai 91,25, sehingga Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BBGTK 
Provinsi Jawa Barat tahun berjalan dibandingkan dengan target jangka menengah/target 
akhir renstra sebesar 114,06 dengan perhitungan nilai capaian SAKIP BBGTK Jawa Barat 
tahun 2025 yaitu Predikat AA sebesar 91,25 dibandingkan capaian target akhir Renstra 
2025-2029 nilai terendah Predikat A yaitu 80. 
 

4.​ Analisis Program dan kegiatan terkait, yang mendukung pencapaian target kinerja Indikator 
Kinerja 

1.​ Penyusunan Dokumen : 
a.​ Program 2025 (DIPA/RKA-KL); 
b.​ Rencana Aksi; 
c.​ Perjanjian Kinerja  
d.​ Rencana Strategis 
e.​ SKP 
f.​ Manajemen Risiko 
g.​ Pengukuran Kinerja  
h.​ Laporan Keuangan  
i.​ Laporan Kinerja 
j.​ Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) Mandiri; 
k.​ Penyusunan Dokumen dan data dukung ZI-WBK 

2.​ Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP  
 

5.​ Analisis Faktor Penyebab keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja 
a.​ Koordinasi dan konsultasi dengan Biro Perencanaan dan Ditjen GTK sebagai Eselon I terkait 

implementasi SAKIP; 
b.​ Komitmen  pimpinan dan pegawai untuk meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas 

kinerja; 
c.​ Integrasi perencanaan dan penganggaran 
 

6.​ Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja tahun 
2025 

a.​ Data dukung SAKIP belum tertata dan terorganisir dengan baik;  
b.​ Pengumpulan dan pengolahan data pengukuran kinerja belum optimal;  
c.​ Kurangnya koordinasi, komunikasi dan pemahaman tim kerja dalam pemenuhan dokumen 

lembaga;  
 

7.​ Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan 
permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tahun 2025 

a.​ Melengkapi dokumen dan melakukan penataan serta update data dukung SAKIP;  
b.​ Melakukan koordinasi secara intensif dengan tim data;  
c.​ Melakukan koordinasi, komunikasi dan rapat dengan tim kerja; 

 
8.​ Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2025 

a.​ Komitmen Pimpinan dan seluruh tim untuk terlibat aktif dalam perencanaan dan 
pelaksanaan SAKIP. 
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b.​ Memastikan sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja berjalan 

konsisten, efisien, dan terintegrasi, yang diukur melalui evaluasi internal. 
 

9.​ Analisis keberhasilan capaian kinerja tahun 2025 
 

Keberhasilan pencapaian Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan predikat AA 
melampaui target yang telah ditetapkan, merupakan kinerja seluruh tim dalam Implementasi 
SAKIP secara Terintegrasi yang didukung  komitmen pimpinan yang kuat dan kompetensi SDM 
yang memadai  

 
Realisasi Program/Agenda Prioritas  

No Nama Program Prioritas Target  Realisasi 

1 
Program Pelatihan 
Pembelajaran Mendalam 

1.987 1.863 

2 
Program Pelatihan Koding dan 
Kecerdasan Artificial 

62 34 

3 
Program Pelatihan Bakal Calon 
Kepala Sekolah 

674 671 

4 

Program Pengembangan 
Kompetensi Guru dalam 
Memberikan Layanan 
Bimbingan dan/atau Konseling 
pada Satuan Pendidikan 
Jenjang Pendidikan Dasar dan 
Pendidikan Menengah  

1.950 2.517 

5 

Program Peningkatan 
Kompetensi Tenaga 
Kependidikan (Tenaga 
Laboran, Tenaga Perpustakaan, 
dan Tenaga Administrasi 
sekolah) 

216 315 

6 
Program PKB Matematika 
Gembira 

216 216 

7 
Peningkatan Kompetensi Guru 
Sekolah Dasar dalam Mengajar 
Bahasa Inggris (PKGSD-MBI) 

266 242 

 
Tabel 14. Realisasi Program/Agenda Prioritas 
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B.​ Realisasi Anggaran 

Gambar 7. Sejarah Anggaran BBGTK Jawa Barat Tahun 2025 

 
1.​ Capaian Anggaran 

Pelaksanaan anggaran tahun 2025 pada BBGTK Jawa Barat menunjukkan kinerja yang 
efektif dan akuntabel. Realisasi anggaran mencapai tingkat serapan yang optimal dan 
sejalan dengan capaian output yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengelolaan 
anggaran dilakukan melalui perencanaan yang terarah, pengendalian internal yang 
konsisten, serta penyesuaian kegiatan yang responsif terhadap dinamika kebutuhan 
pelaksanaan program. 
 
Pagu anggaran BBGTK Jawa Barat dalam DIPA tahun 2025 sebesar Rp. 131,034,816,000 
Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar 103.203.369.731 dengan 
persentase daya serap sebesar 78,76%. Namun dari alokasi tersebut masih ada alokasi 
blokir sebesar Rp. 26,232,395,000  yang tidak bisa direvisi buka blokir dan tidak dapat 
diperhitungkan sebagai realisasi. Sehingga bila tanpa anggaran blokir maka persentase 
daya serap sebesar 98,47% 
 
Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 2 (dua) sasaran 
kegiatan  dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada 
masing-masing sasaran/indikator kinerja. 
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KRO Program/Kegiatan Anggaran Realisasi % 

138.03.DI 
Program Kualitas 
Pengajaran dan 
Pembelajaran 

88,414,022,000 62.180.202.939 70,33 

7614 
Pendidikan dan 
Pelatihan Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan 

   

DCI 
Pelatihan Bidang 
Pendidikan  

33,446,011,000 33.445.567.285 100,00 

QDC 
Fasilitasi dan Pembinaan 
Masyarakat  

14,313,621,000 14.313.541.334 100,00 

SCI 
Pelatihan Bidang 
Pendidikan 

40,654,390,000 14.421.094.320 35,47 

138.03.WA 
Program Dukungan 
Manajemen 

42,620,794,000 41.023.166.792  96,25 

7619 

Dukungan Manajemen 
dan Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya Ditjen 
Guru dan Tenaga 
Kependidikan  

    

EBA 
Layanan Dukungan 
Manajemen Internal  

41,740,347,000 40.142.819.801 96,17 

EBB 
Layanan Sarana dan 
Prasarana Internal  

880,447,000 880.346.991 99,99 

 TOTAL 131,034,816,000 
            

103.203.369.731 
    ​  

78,76 

Tabel 15 Realisasi anggaran per program Tahun 2025 BBGTK Jawa Barat 
 
Catatan :  
Terdapat blokir di RO 7614.SCI sebesar Rp. 26.232.395.000,00  
 

No Sasaran Indikator Kinerja Anggaran Realisasi % 

1 Meningkatnya 
pengembangan dan 
pemberdayaan guru 
dan tenaga 
kependidikan 

Persentase guru 
dan tenaga 
kependidikan 
yang terfasilitasi 
dalam program 

88,414,022,000 62.180.202.939 70,33 
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peningkatan 
kompetensi 
pengajaran dan 
pembelajaran 

2 Meningkatnya tata 
kelola Balai Besar 
GTK Provinsi Jawa 
Barat 
 
 

Capaian Nilai 
Kinerja 
Anggaran Balai 
Besar GTK 
Provinsi Jawa 
Barat minimal 
sangat baik 

41.740.347.000 40.142.819.801 96,17 

Predikat 
Akuntabilitas 
Kinerja Instansi 
Pemerintah Balai 
Besar GTK 
Provinsi Jawa 
Barat minimal A 
 

880.447.000 880.346.991 99,99 

Tabel 16. Realisasi anggaran per program Tahun 2025 BBGTK Jawa Barat 
 

 
Gambar 7. Capaian Anggaran Tahun 2025 
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2.​ Efisiensi Anggaran 

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya anggaran 
yang digunakan untuk mencapai hasil dari yang dijalankan. Analisis efisiensi anggaran 
terhadap capaian kinerja ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi 
realisasi anggaran untuk tercapainya seluruh kinerja pada satuan kerja. Pada tahun 2025, 
BBGTK Provinsi Jawa Barat berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar 36,84% atau 
sebesar Rp.20.721.442.655.  
Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari  
a.​ Penghematan Belanja perjalanan dinas (at cost)  
b.​ Optimalisasi kegiatan paket meeting fullboard, fullday, dan halfday (pemanfaatan 

sekolah/instansi pemerintah sebagai tempat kegiatan)  
c.​ Perubahan strategi pelaksanaan kegiatan dari luring menjadi daring 
 
Anggaran hasil efisiensi dioptimalisasikan kembali untuk memperbanyak volume output 
dari kegiatan dan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian 
program prioritas dan program inovasi melalui berbagai kegiatan diantaranya: 
1.​ Program-program Inovasi  
2.​ Kegiatan Administrasi Profesi Guru 
3.​ Kegiatan pendukung program prioritas (Rakor, Koordinasi, Refleksi, Evaluasi) 
4.​ Rangkaian kegiatan apresiasi GTK dalam rangka Hari Guru Nasional (HGN) 
5.​ Program Kemitraan 
  
Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 menunjukkan bahwa BBGTK Provinsi Jawa 
Barat mampu mencapai target kinerja secara efektif dengan tingkat efisiensi anggaran 
yang baik. Realisasi anggaran 103.203.369.731 berada di bawah pagu yang telah 
ditetapkan sebesar Rp. 131,034,816,000., tanpa mengurangi kualitas keluaran (output) 
maupun hasil (outcome) yang direncanakan. Efisiensi tersebut terutama diperoleh melalui 
optimalisasi proses kerja, pemanfaatan teknologi informasi, pengurangan biaya 
non-prioritas, serta konsolidasi kegiatan yang memiliki kesamaan sasaran. 
 
Meskipun terjadi penghematan anggaran, capaian kinerja tetap berada pada atau di atas 
target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa 
BBGTK Provinsi Jawa barat berhasil menerapkan prinsip value for money, yaitu mencapai 
hasil yang optimal dengan biaya yang lebih efisien. 
 
Secara keseluruhan, kinerja tahun 2025 BBGTK Provinsi Jawa barat menggambarkan 
pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berorientasi hasil, serta mendukung upaya 
peningkatan efektivitas pelaksanaan program sesuai arah kebijakan Renstra 2025–2029. 

 
 

C.​ Kinerja Lain-lain 
1.​Reformasi Birokrasi 

Reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan pada BBGTK Provinsi Jawa Barat adalah bagian dari 
upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan 
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi berfokus pada perbaikan layanan 
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publik melalui digitalisasi dan penyederhanaan proses layanan. Adapun langkah-langkah kerja 
yang telah dilakukan pada BBGTK Provinsi Jawa Barat dalam rangka mendukung pelaksanaan 
reformasi birokrasi di tingkat Kementerian adalah sebagai berikut: 
1.​ Penguatan komitmen organisasi dalam melakukan perbaikan pada seluruh aspek secara nyata, 

sistematis, dan berkelanjutan. 
2.​ Peningkatan integritas aparatur serta kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada 

kepuasan pengguna layanan. 
3.​ Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai untuk mendukung terwujudnya birokrasi yang 

profesional dan adaptif. 
4.​ Penanaman peran pimpinan dan pegawai sebagai role model dalam mengimplementasikan 

semangat perubahan tata kelola kelembagaan. 
5.​ Pengembangan dan penerapan inovasi pada berbagai aspek pelayanan publik. 
6.​ Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan manajemen 

pemerintahan 
7.​ Peningkatan ketaatan terhadap regulasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

sumber daya manusia aparatur serta kinerja lembaga. 
8.​ Penguatan sistem pengawasan internal sebagai upaya pencegahan dan pengendalian risiko. 
9.​ Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program secara berkelanjutan serta sinkronisasi 

dokumen pendukung dengan pelaksanaan kegiatan. 
10.​ Penguatan komunikasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders). 

Melalui upaya ini, diharapkan agar birokrasi lebih efisien, berintegritas, dan mampu mendukung 
program-program pendidikan yang berdampak luas bagi masyarakat. 
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2.​ Informasi Capaian Kinerja Lainnya yang mendukung 
Pada tahun 2025 terdapat capaian kinerja lainnya yang mendukung ketercapaian indikator 
kinerja.  

 
Gambar 9. Informasi Capaian Kerja Lainnya yang Mendukung Ketercapaian Indikator Kinerja 
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3.​ Inovasi 
Pada tahun 2025 BBGTK Provinsi Jawa Barat melakukan inovasi : 
A.​ Inovasi Program 

Gambar 10. Program Inovasi 
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B.​ Inovasi Sistem 
1)​ Aplikasi pembuatan kontrak kerjasama kemitraan dan PNBP 

Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah dan mempercepat proses penyusunan 
KKS secara digital, mulai dari penginputan data satuan pendidikan, penetapan biaya 
pelatihan, hingga penyediaan informasi pembayaran. Melalui aplikasi ini, proses 
penyusunan KKS menjadi lebih sistematis, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. 
Dampak inovasi dari penerapan aplikasi KKS ini antara lain meningkatnya efisiensi 
waktu dan sumber daya dalam penyusunan kontrak kerja sama, terjaminnya kepatuhan 
terhadap ketentuan pengelolaan PNBP, serta meningkatnya transparansi dan 
akuntabilitas dalam pelaksanaan pelatihan PM dan KKA. Inovasi ini juga mendukung 
tata kelola kemitraan yang lebih modern dan adaptif, serta dapat direplikasi untuk 
program pelatihan lainnya. 

 

 
 
 
2)​ WISMADDU  

WISMADDU merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh BBGTK Provinsi 
Jawa Barat untuk mendukung pengelolaan sarana dan prasarana wisma secara lebih 
efektif dan terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk memudahkan pengelola sarana 
prasarana dalam melakukan pengelolaan data wisma, serta memberikan kemudahan 
bagi pengguna dalam proses pemesanan dan pemanfaatan fasilitas wisma. 
Selain itu, WISMADDU mendukung proses pembayaran biaya tarif wisma secara 
non-tunai, sehingga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas 
pengelolaan layanan. Penerapan sistem ini memberikan dampak positif berupa tertib 
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administrasi, kemudahan akses layanan, serta peningkatan kualitas pelayanan sarana 
prasarana di lingkungan BBGTK Provinsi Jawa Barat. 
Penerapan sistem WISMADDU memberikan dampak positif berupa meningkatnya 
efisiensi dan efektivitas pengelolaan wisma, tertibnya administrasi sarana prasarana, 
serta kemudahan akses layanan bagi pengguna. Sistem ini juga mendorong 
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui penerapan pembayaran 
non-tunai, serta meminimalkan kesalahan pencatatan dan proses manual. Selain itu, 
WISMADDU berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pengguna 
sarana prasarana BBGTK Provinsi Jawa Barat. 

 
 
3)​ Sistem Dashboard Data 

Sistem Dashboard Data BBGTK Jawa Barat merupakan sistem informasi berbasis 
dashboard yang dikembangkan dan dikelola untuk menyajikan data pendidikan di 
wilayah Jawa Barat, meliputi data guru, kepala sekolah, pengawas, penilik, tenaga 
kependidikan (tendik), sekolah, dan siswa sebagai bahan informasi, pemantauan, dan 
analisis. 
Dashboard ini dirancang dengan konsep keterbukaan informasi publik, di mana 
pengguna umum dapat mengakses data dalam bentuk rekapitulasi jumlah dan 
visualisasi data yang disajikan dalam grafik dan tabel. Penyajian data publik difokuskan 
pada informasi agregat tanpa menampilkan data individu guna menjaga keamanan 
dan kerahasiaan data. 
Selain itu, sistem menyediakan akses khusus bagi administrator, yang memungkinkan 
pengelolaan dan penelusuran data secara rinci by name untuk keperluan analisis 
internal, validasi data, dan penyusunan laporan. 
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4)​ Diklat Microcredential Guru Calakan 
Merupakan inovasi peningkatan kompetensi guru berbasis digital yang dirancang 
fleksibel, modular, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembelajaran di era digital. Program 
Microcredential dikembangkan dengan tujuan menyusun desain, model, dan alur 
pelatihan agar adaptif terhadap dinamika kebutuhan guru dan tenaga kependidikan. 
Program Microcredential meningkatkan akses guru terhadap pelatihan yang fleksibel 
dan berkelanjutan, mendorong peningkatan kompetensi digital secara spesifik dan 
terukur, serta memperkuat budaya belajar mandiri melalui pengakuan kompetensi 
berbasis digital badges yang mendukung daya saing guru di masa depan. 
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4.​ Penghargaan 
Pada tahun 2025 BBGTK Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan: 
1.​ ZI WBK (Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi)  

Penghargaan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Menteri 
Pendidikan Dasar dan Menengah. Capaian ini merupakan wujud komitmen BBGTK 
Jawa Barat dalam menjalankan birokrasi yang bersih, transparan dan melayani 

 

 

 

2.​ PEKPPP ( Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik) di 
Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 
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3.​ Arsiparis berprestasi tahun 2025 di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan 
Menengah 

 

 
 

4.​ Penghargaan Kolaborasi dalam Seminar Kebahasaan dari FKIP Universitas Islam 
Nusantara dan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat 
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5.​ Piagam Penghargaan : Dukungan terhadap peningkatan kompetensi GTK serta program 
prioritas Kemendikdasmen 
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6.​ TOP Finalis Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) di Lingkungan 
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD Tahun 2025 berdasarkan 
Efisiensi Anggaran KEMENPAN-RB. 
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7.​ Akreditasi Perpustakaan 

Perpustakaan Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Provinsi Jawa Barat 
pada tahun 2025 telah berhasil memperoleh Akreditasi Perpustakaan Khusus dengan 
Nilai A dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Capaian ini merupakan bentuk 
pengakuan atas komitmen dan konsistensi Perpustakaan BBGTK Jawa Barat dalam 
menyelenggarakan layanan perpustakaan yang bermutu, profesional, dan berkelanjutan 
sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP). 
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5.​ Program Crosscutting/Collaborative 
Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Provinsi Jawa Barat menjalin kemitraan 
strategis dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan untuk memperkuat mutu guru 
dan tenaga kependidikan. Kemitraan ini diwujudkan melalui kerja sama yang saling 
melengkapi, pihak-pihak yang telah bermitra dengan BBGTK Jawa Barat adalah; Dinas 
Pendidikan Provinsi Jawa Barat, 27 Dinas Pendidikan Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat, Dinas 
Pendidikan Kabupaten Waropen, Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, Universitas Baturaja 
Sumatera Selatan, Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, DJPPR Kemenkeu, Assemblr 
Edu, K3S SD Swasta Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, Badan Pendidikan dan Pelatihan 
Kader Pimpinan Pusat Persatuan Islam, Muhammadiyah Kab. Sumedang, Kombel Bekasi 
Selatan, Kombel Eksis, Pegiat Keluarga Indonesia, Seaqil, Seaqis, Direktorat Guru dan 
Pendidikan Dasar, Direktorat Paud PNF, Setditjen GTKPG, Kementerian Sosial, dan Kelurahan 
Citarum 
Dalam pelaksanaan program kolaboratif, satuan kerja (satker) berperan penting sebagai 
fasilitator utama. Bentuk kontribusi satker antara lain berupa pembebasan PNBP untuk 
peminjaman sarana dan prasarana, seperti ruang kelas, aula, wisma, serta dukungan konsumsi 
bagi peserta kegiatan. Selain itu, satker juga menyediakan fasilitasi teknis, meliputi hosting 
virtual meeting untuk mendukung kegiatan daring, serta penerbitan sertifikat sebagai 
pengakuan resmi atas partisipasi dan pencapaian peserta. 
Sementara itu, pihak-pihak mitra turut berperan dalam mendukung keberlangsungan program 
melalui aspek pembiayaan. Kontribusi mitra mencakup pembiayaan honorarium narasumber, 
dukungan transportasi, serta akomodasi bagi narasumber dan peserta. Sinergi ini memastikan 
bahwa program kolaboratif dapat berjalan dengan baik, efisien, dan memberikan manfaat 
optimal bagi seluruh pemangku kepentingan 
 
Dampak dari kolaborasi dengan BBGTK Provinsi Jawa Barat 
1.​ Terjadi pemerataan akses pelatihan di seluruh wilayah Jawa Barat, sehingga guru dari 

berbagai jenjang memperoleh kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensi. 
2.​ Kolaborasi lintas provinsi memperluas jangkauan BBGTK, memperkuat solidaritas antar 

daerah, serta memperkenalkan praktik baik Jawa Barat ke wilayah lain. 
3.​ Mendorong pemanfaatan teknologi platform digital dalam pembelajaran, sehingga guru 

lebih adaptif terhadap inovasi.  
4.​ Menguatkan ekosistem komunitas belajar berbasis digital, mempercepat penyebaran 

praktik baik antar guru. 
5.​ Efisiensi Pembiayaan 
6.​ Peningkatan jumlah sasaran program peningkatan kompetensi 
7.​ Perluasan jejaring dengan pemangku kepentingan 
8.​ Dengan pembebasan PNBP untuk peminjaman ruang, aula, wisma, konsumsi, serta hosting 

virtual meeting dan sertifikat, pelaksanaan program menjadi lebih efisien dan inklusif.  
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BAB IV 
Penutup 

 
Laporan Kinerja Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas BBGTK Provinsi Jawa Barat 
atas pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun anggaran 2025. Capaian kinerja 
yang disampaikan dalam laporan ini menunjukkan tingkat keberhasilan BBGTK Provinsi Jawa 
Barat dalam memenuhi target yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi area yang 
masih memerlukan perbaikan. 
 
Melalui evaluasi ini, BBGTK Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk memperkuat langkah 
peningkatan kinerja di tahun berikutnya, termasuk penguatan tata kelola, efektivitas 
program, serta efisiensi pemanfaatan anggaran. Laporan ini diharapkan menjadi dasar 
pengambilan keputusan dan penyempurnaan perencanaan, sehingga pelaksanaan tugas 
dan fungsi Unit Kerja semakin selaras dengan arah kebijakan Renstra 2025–2029. 
 
Selama tahun 2025, BBGTK Provinsi Jawa Barat berhasil melaksanakan seluruh kegiatan 
untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian 
indikator kinerja dan kinerja keuangan. 

Gambar 11. Ringkasan Kinerja 
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Gambar 12. Capaian Anggaran Tahun 2025 

 
 

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain: 
1. Penguatan kemitraan untuk mendukung ketercapaian kinerja melalui program inovasi 

yang tidak terfasilitasi oleh APBN 
2. Perencanaan program dan anggaran yang lebih cermat dan penguatan koordinasi antar 

unit kerja. 
3.  Penguatan kapasitas pegawai dalam memahami proses bisnis 
4. Keterlibatan seluruh tim dalam mendukung capaian kinerja anggaran, perencanaan dan 

pelaksanaan SAKIP 
5. Perlunya peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;​

 

Langkah ke depan dalam Peningkatan Kinerja tahun berikutnya 
Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan pencapaian kinerja pada tahun 
berikutnya, BBGTK Provinsi Jawa Barat telah menetapkan sejumlah langkah strategis 
sebagai tindak lanjut hasil evaluasi kinerja tahun 2025. Upaya peningkatan tersebut 
difokuskan pada penguatan perencanaan, optimalisasi proses bisnis, serta peningkatan 
efektivitas pelaksanaan kegiatan. 
 
1.​ Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk 

memastikan dukungan lintas fungsi dalam pencapaian sasaran strategis. Upaya ini 
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menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan untuk memperkuat tata kelola, 
meningkatkan akuntabilitas, dan mendorong peningkatan kualitas layanan pada tahun 
mendatang 

2.​ Menyusun strategi yang tepat pada pelaksanaan program kegiatan (regulasi, 
linimasa/jadwal, rencana penarikan dana);  

3.​ Penguatan komitmen dan budaya kinerja agar setiap pegawai memahami pentingnya 
pemenuhan dokumen lembaga dan Nilai Kinerja Organisasi; 

4.​ Meningkatkan dan menjaga konsistensi capaian NKA (Nilai Kinerja Anggaran) dan 
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);  

5.​ Meningkatkan layanan dan pemantauan pelaksanaan ZI - WBK. 
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Lampiran 
1.​ Perjanjian Kinerja Awal 
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2.​ Perjanjian Kinerja Revisi 
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3.​ Pengukuran Kinerja Tahun 2025 
 

 

Sasaran Kegiatan/Indikator 
Kinerja 

Target 
Kinerja 

Target Triwulan Realisasi Triwulan 

I II III IV I II III IV 

Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan 

Persentase guru dan tenaga 
kependidikan yang terfasilitasi 
dalam program peningkatan 
kompetensi pengajaran dan 
pembelajaran 

Persen 0,03 0,09 0,77 1,31 0,03 0,16 1,04 1,59 

Meningkatnya tata kelola Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat 

Capaian Nilai Kinerja Anggaran 
Balai Besar GTK Provinsi Jawa 
Barat minimal sangat baik 

Predikat - - - 
Sangat 

Baik 
- - - Sangat 

Baik 

Predikat Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah Balai Besar 
GTK Provinsi Jawa Barat 
minimal A 

Predikat - - - A - - - AA 
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